
dari 
sianda, setelah 
man, Kapal GG 
lang sauh di de-
dpten kapal ke-
idiakan perahu 
ilancong dapat 
Qd di pulau gu-
nenggelegak. 
^aran in i , Kapal 
nmembawape-

utama v nipa 
gimimg api maupun kawasan 
pantai, berimpit dengan zona 
rawan bencana alam. 

Dalam banyak kejadian, r is i -
ko bencana i n i dikalahkan de
ngan kepentingan wisata, se-
perti juga terjadi di Panganda-
ran, Jawa Barat, sebelum tsu
nami tahun 2006. Untuk me-
redam. ketakutan wisatawan. 

datang 
ke Pangandaran. Peneiitian, 
i n i bisa dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah karena pakar 
yang tergabung benar-benar 
ahli dan punya dasar keilmuan 
yang kuat dalam bidangnya...." 

Namun, setahun setelah 
publikasi in i , persisnya pada 
tanggal 17 Juli 2006, pantai Pa
ngandaran dilanda gempa d i -

sertifi-
kasi Kesiapsiagaan dcncana ke-
pada pelalcu wisata dan usaha 
komersial. Menurut Daryono, 
'Saat in i total sudah ada 64 hotel, 
rumah sakit, dan restoran yang 
sudah mendapatkan sertifikat 
siaga bencana. 

Para pelaku wisata mendapat 
sertifikat siaga bencana j ika se-
mua karyawannya dilatih ber-

tsunami dar 
melanda Kota Paiu lanun 2uib 
memberi pelajaran bahwa tsu
nami bisa terjadi hanya hitung-
an menit setelah gempa. 

Kin i , tsunami di Selat Sunda 
memberi pelajaran bahwa ke-
indahan letusan Anak Krakatau 
yang menarik wisatawan i tu j u 
ga menyimpan ancaman me-
matikan.... 

HUKUM LINGKUNGAN 

nan Na-
n j i k a p o -
sir Banten. 
nkan agar 
Masional 
n , T N U K 
li ancaman. 
lah,'' kata 
tak me-
67 badak 
a, Su-

lisarankan 
tahun. 
idasarkan 
un. Kele-
penyakit lain. 
) tahun 19 
amun, ber-
anak di Ing-
umber dari 
sereal, dan 
dison Ted-
(BBC/EVY) 

P A S Z U L K A R N A I N I 

jsi Bencana 
I (2/1/2019), 
iumlah sesar 
energi. 

h u t harus 

Gugatan K L H K Rp 1 Triliun Dikabulkan 
JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah 
Agung mengabulkan kasasi 
yang diajukan Kementerian 
Lingkungan^ Hidup dan Kehu-
tanan dalam perkara kerusakan 
hutan yang melibatkan PT Na
tional Sago Prima di Riau. Da
lam perkara i tu , M A mengabul
kan gugatan Rp 1 t r i l iun terha-
dap perusahaan swasta i t u . 

Putusan perkara Nomor 
3067 K/PDT/2018 i tu diunggah 
di situs MA, Rabu (2/1/2019). 
Majelis hakim kasasi dipimpin 
Ketua Kamar Perdata M A Sol-
toni Mohdally dan dua anggota, 
yakni Hamdi dan Yunus Wahab. 
Putusan i tu dikonfirmasi j u r u 
bicara MA, Andi Samsan Ngan-
ro, Rabu, di Jakarta. 
. "Majelis dalam pertimbang-
annya membebankan perusa
haan selaku tergugat membayar 
ganti rugi untuk pemulihan 
lingkungan yang terbakar atau 
merehabilitasi lingkungan," ka
ta Andi. 

Majelis menilai, perusahaan 
harus bertanggung jawab atas 
kerusakan lingkungan di lahan 
yang diolahnya. "Perusahaan 
memperoleh izin pengelolaan 
lahan hutan sehingga sesuai 
prinsip strict liability, perusa
haan harus bertanggung jawab 
atas risiko kerusakan di lahan 
i t u , " kata Andi. 

Putusan M A i tu bisa diek-
sekusi j ika telah d ik ir im ke 
pengadilan pengaju, yakni 
Pengadilan Negeri Jakarta Se-
latan. Sesuai prinsip dalam per
kara perdata, putusan berke-
kuatan hukum tetap i tu baru 
bisa dieksekusi j ika penggugat 
mengajukan permohonan ek
sekusi pada pengadilan, kecuali 
tergugat sukarela melaksana-
kan putusan kasasi i t u tanpa 
melalui eksekusi pengadilan. 

Andi mengatakan, M A me-
naruh perhatian serins terha-
dap isu-isu kerusakan lingkung
an hidup karena masalah l ing
kungan di Tanah Air dinilai 
krusial. Setiap perkara terkait 

lingkungan hidup akan d i -
tangani dengan profesional oleh 
hakim-hakim bersertifikasi 
atau memiliki keahlian khusus 
dan sertifikasi d i bidang hukum 
lingkungan hidup. 

"Hakim yang menangani per
kara lingkungan hidup adalah 
mereka yang memiliki sensi-
tivitas tinggi pada lingkungan 
hidup. M A melakukan sertifi
kasi pada mereka, sama de-
rajatnya dengan sertifikasi pada 
hakim khusus , tindak pidana 
korupsi dan kejahatan bidang 
perikanan," katanya. 

Segera eksekusi 
Menanggapi hal i tu , Direktur 

Eksekutif Indonesian Center 
for Environmental Law (ICEL) 
Henri Subagiyo mengatakan, 
putusan M A pada PT National 
Sago Prima i t u menambah pan-
jang daftar kemenangan K E H K 
,dalam gugatan hukum terkait 
kerusakan lingkungan dan ke-
bakaran hutan. Dari catatan 
ICEL, K L H K memenangi sem-
bilan perkara perdata kerusa
kan lingkungan dan kebakaran 
hutan. Total ganti rugi yang 
dibebankan pengadilan kepada 
sejumlah korporasi yang me-
nimbulkan kerusakan l ing
kungan minimal Rp 18 tr i l iun . 

" I n i menjadi momentum ba-
gi K L H K untuk mendesak 
pengadilan-pengadilan negeri 
tempat perkara i tu diajukan 
agar segera mengeksekusi pu 
tusan pengadilan. Tujuannya 
agar ganti rugi yang dibebankan 
kepada perusahaan i tu segera 

Dari 9 perkara yang 
dimenangi KLHK itu, 
baru sebagian kecil 
gang dimohonkan 
eksekusinga oleh 
KLHK. 
Henri Subagiyo 

direalisasikan untuk perbaikan 
lingkungan," kata Henri. 

Dari sembilan perkara yang 
dimenangi K L H K i tu , baru se
bagian kecil yang dimohonkan 
eksekusinya oleh K L H K . T i n -
dakan cepat K L H K diperlukan 
sehingga kerusakan lingkungan 
bisa segera diatasi dan keme
nangan di pengadilan tidak ha
nya jadi kemenangan di atas 
kertas. 

"Kalau tidak melakukan ek
sekusi, sama saja pengadilan 
meremehkan putusan mereka 
sendiri. Menteri K L H K juga 
perlu berkoordinasi dengan Ke
tua M A untuk mengingatkan 
ketua-ketua pengadilan tempat 
perkara i tu dimenangkan agar 
segera mengeksekusi," ujarnya. 

Sejauh in i , baru dua perkara 
yang dimohonkan eksekusi, 
yakni kasus PT Kallista Alam di 
PN Meulaboh, Aceh, serta kasus 
PT Merbau Pelelawan Lestari 
(MPL) di PN Pekanbaru, Riau. 
Sayangnya, eksekusi pada dua 
perusahaan i t u belum dilaku-
kan meski permohonan ekse
kusi telah diajukan ke peng
adilan setempat. 

Pengamat hukum lingkungan 
dari Universitas Sahid Wahyu 
Nugroho menegaskan, K L H K 
selaku penggugat perdata me-
wakili negara berhak penuh 

' menuntut eksekusi atas putus
an hakim i tu . "Jangan terulang 
kasus PT Kallista Alam, yakni 
mereka menggugat balik dan 
dimenangkan di PN Meulaboh. 
Ada soal d i putusan PN Me
ulaboh i t u seolah menganulir 
putusan M A sebelumnya yang 
membebankan ganti rugi pada 
perusahaan i tu , " katanya. 

"Pertanggungjawaban pidana 
korporasi dan dasar strict li
ability sebagai asas paling am-
puh metnerangi korporasi pem-
bakar hutan. Menjalankan pu
tusan pengadilan jadi bagian 
komitmen negara untuk taat 
pada konstitusi dan negara h u 
kum," ungkapnya. (REK) 

Eceng Gondok di I! 

Tanaman gulma, seperti eceng 
daerah Kapetakan, Kabupaten 
(2/1/2019). Kondisi i tu dapat r 
dan memicu banjir. Apalagi, sa 
hujan. 


